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PERATURAN GUBER"lI.IR PROVINSI DAERAH KHUSUS
iBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2011

"it: TANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PUSAT PENGI<AJIAN DAN PENGEMBAt,GAN ISLAM JAKARTA

(JAKARTr, ISLAMIC CENTRE)

DENGAN Rtl,HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gl,bER .U' PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bah\"~ penpatlJran Badan PengelolR Pusat Pengkajian dan Pengembangan
islal'1 Jakarta (Jakilrta Islc;mic Centre). yang ditetapkan dengan f<eputusan
Gub2rnur Nomor 99 Tah~n 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan
:ilt2 l<erJ;'; Badan Pen,)e!ola Pusat Pengkajian dan PengembanJan
Islan Jak~l:1u (Jal:art<1 ISlamic Centre), sudah tidak sesuni lilgi df>n,;,";
I"~ ,tt? -.IUi1~ p"raturiln p(;rl1ndang-undangan;

~i. :'[11\"3 bcrdag3rk,d"! f>ertirr,bangan sebagaimana rlim8ksud dal~rr, h~rojf :~.

r;erll mpn~taiJk,,~ PW1,uran Gubernur tentang Organisi1sl ca" r"l,
!(er:d LcmbRga rUSi3t (\:~nnkajian dan Pcngembar,gan ISiar:1 J~~: ...m.(l

(Jlk;ria Islanlic Centre);

< J,I'): 'lg-U.,dang ;,IC"'01 ; j Tahun 2004 tentano Pemt::entukan P'~rilturi'n

PE:r"LJ ~d3ng· ~n:jtlnDa n,

2. Urdc: ng-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintaila;l Q;::,s.?rl
sC:>il,airr.'lna :ei1h bl'u2rapa killi di'Jb"h terakhir dell'J2n Un·:""',"'
Ur,d, n9 Nemor 12 Tilhun 2008;

3. Ur,dc ng-LJndang iKlnur ~9 T~lhun 2007 tentang Pemerintall8n P,ov,n;j
Deer III T<t-,IJ,US il'l'k.C1''l j:..karta s2bagai Ibukot~ Nngara Kes2luan
Rql' bli' l~dof'e~!<J,

-\. Per2'u,an Pemr,nnt"h Nornor S Tilhun 2009 t'3lltang Hibah dan Bantuan
Scsi"I;

5. r1era r?ol1 ll/t;('leri :~·.!I·l "" 1'~2(,:t;rj Nom':'!" 58 Ta1lun 70,)5 tel~.t.:lrl·';:

~' r·~, kJ:ail:l ;,.C;;(i"I~J.-=';1 r:'--c"~h.

G. f'l?r8' ur;J:l r.,,~c:"\t~l"i rJ;i:,lTi rk~~;i 1\1(. ,',lOf 13 Tahun 2006 to(i1.::tng
Pede 11:;'1 PE'ngpl.,:;:lJ('; ;. .~I.~,:H"':r~n D.:.... 2~·Hh scoagahnan3 !el&l, Jil :t)cih
de:rog 111 Pers:u""n Jl[>:'1':'(; [:2'0:11 Negrori Nomer 59 Tahun 20117;

7. F'er~juriln M(·i~ten D":."!l; f':"'Gc;; Nrrm.)r 24 Tilhur1 2009 lenl:,,,,, [J,'J,d1
d~)~-. E8,1t~an Sosl;:;d;
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8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATuRAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBN3A pUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM
JAKAR--A (JAKARTA ISLAMIC CENTRE).

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3 Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. LemiJaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta adalah
Lem!Jaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang
didinkan dan milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang terletak dl Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Jakarta Utara,
juga disebut Jakarta Islamic Centre.

7. Kep"la Lembaga Pusat Pengkajian adalah Kepala Lembaga Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) LemlJaga Pusat Pengkajian adalah Lembaga Pusat Pengkajian non
perangkat daerah sebagai pengelola Lembaga Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Islam Jakarta.
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(2) Lembaga Pusat Pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pusat
Pengkajian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.

Pasal 4

(1 \ Lembaga Pusat Pengkajian mempunyai tugas mengelola Pengembangan
Islam Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan
clan pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan
komunikasi, pengembangan bisnis, dan kesekretariatan sesuai nilai-nilai
Islam.

(2\ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lembaga Pusat Pengkajian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang peribadatan, pendidikan dan
pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan
kO~lunikasi, pengembangan bisnis dan kesekretariatan;

0. pelaksanaan kegiatan peribadatan, pendidikan dan pelatihan sumber
daya muslim, sosial bUdaya, informasi dan komunikasi, pengembangan
bisnis, dan kesekretariatan;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan badan dan Pusat
Pengkajian terkait lainnya dalam penyelenggaraan peribadatan, pendidikan
dan pelatihan sumber daya muslim, sosial budaya, informasi dan
komunikasi, pengembangan bisnis, dan kesekretariatan;

d. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka
peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pengamalan
~jaran Islam; dan

e. pengelolaan kepegawaian, keuanga'n, prasarana, sarana dan administratif.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunnn Organisasi Lembaga Pusat Pengkajian terdiri dari :

a. Kepala Lembaga Pusat Pengkajian;

b. Wa!;il Kepala Lembaga Pusat Pengkajian;

C. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
3 Subbagian Administrasi dan Keuangan.

d. Bid:mg Takmir Masjid, terdiri dari :

1. Seksi Peribadatan;
2. Seksi Dakwah;
3. Seksi Sarana; dan
4. Seksi Pembinaan Remaja dan Anak (Birena).
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e. Bidang Pengkajian dan Pendidikan, terdiri dari :

1. Seksi Pengkajian; dan
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

f. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1 Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2 Seksi Seni Budaya;
3. Seksi pengelolaan zis dan waqaf; dan
4. Seksi layanan umat.

g. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :

1 Seksi Perpustakaan dan Penerbitan;
2. ~eksi Data dan Informasi; dan
3. Seksi Penyiaran.

h. Bdang Pengembangan Bisnis, terdiri dari :

1 ~.eksi Investasi;
2 ~ eksi Pengelolaan bisnls; dan
3 Seksi Pengembangan Jejaring Bisnis.

(2) Bagan susunan organisasi Lembaga Pusat Pengkajian sebagaimana
dimaksJd pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Lembaga Pusat Pengkajian

Pasal 6

Kepala Lembaga Pusat Pengkajian melaksanakan tugas :

a mem,rr.::>in dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan rungs; Lembaga
Pusat Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. mengoordinasikan pelaksanaan lugas dan rungsi Sekrelariat dan Bidang;

c mewak,li Lembaga Pusa! Pengkajian, dan Pengembangan Islam Jakarta
ke dala 11 dan keluar;

d melaks'1nakan koordinasi dengan Dewan Pembina Badan Pembina, dan
pihak terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah; dan

e melapo-kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan rungsi
Lemba~!a Pusat Pengkajian.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala Lembaga

Pasal?

(1) Wakil ~.epala Lembaga Pusal Pengkajian melaksanakan lugas :

a. merlbanlu Kepala Lembaga Pusal Pengkajian dalam memimpin dan
mergoordinasikan pelaksanaan lugas dan rungsi Lembaga Pusat
Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. membantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang;



c melt. akili Kepala Lembaga, apabila Kepala Lembaga Pusat Pengkajian
berhalangan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas;

J. memoantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam melaksanakan
kooidinasi dengan Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian, dan
piha~ terkait internal dan eksternal Pemerinlah Daerah;

e. membantu Kepala Lembaga Pusat Pengkajian dalam melaporkan dan
memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan lungsi Lembaga
PUSClt Pengkajian;

f. mel~ksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Lembaga; dan

g. melclporkan dan memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

(L) Wakil Kepala Lembaga Pusal Pengkajian berkedudukan di bawah dan
i)erlanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pusal Pengkajian.

Bagian Keempat

Sekretarial

Pasal 8

(1) Sekrelarial merupakan unit kerja stal Lembaga Pusat Pengkajian dalam
pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahlanggaan,
perlen~kapan dan sural-menyural.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekrelaris Lembaga Pusal Pengkajian
yang berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Lembaga.

Pasal 9

(1 Sekretarial mempunyai lugas melaksanakan administrasi kepegawaian,
keuangan, erumahlanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekrelariat menyelenggarakan lungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program kerja;

::>. penyelenggaraan hubungan masyarakat:

~. pengelolaan kepegawaian;

J. pengelolaan keuangan;

e. penuelolaan perlengkapan;

'. pelaksanaan keglatan sural menyurat dan kearsipan;

y. penjelenggaraan urusan kerumahtanggaan;

h. peleporan dan perlanggungjawaban pelaksanaan lugas dan lungsi
Sekretariat; dan

pen,oordinasia dan penyusunan laporan Lembaga Pusal Pengkajian.

Pasal 10

( ) Sub'Ja Jlan Umum rnerupakan satuan pelaksana Sekrelariat dalam
pela~s ,naan kegialan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, dan
kerum"htanggaan.

(:.) Subba jian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab kepada Sekrelaris
Lembaga Pusat Pengkajian.
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(3) SUbbag'an Umum melaksanakan tugas :

a. menyusun rencana, menyiapkan dan menyajikan data sumber daya
manusia;

b. mengurus dan menyiapkan usulan pengangkatan, kenaikan pang kat,
mutasi, penghargaan, pemberhentian/pemensiunan;

c. men(Jurus dan menyiapkan peningkatan kemampuan profesionalisme
(kilfa ah atau keahlian, amanah dan himmatul amal atau etos kerja)
sumber daya manusia;

d. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin sumber daya manusia;

e. men(Jurus kesejahteraan sumber daya manusia;

f. mengurus, menyediakan. memelihara, mendistribusikan alat perlengkapan
kantor dan barang inventaris;

g. men3la, memelihara tata tertib. keamanan, kebersihan dan keindahan
gedl'ng dan lingkungan kantor;

h. menerima tamu dan mengatur penyelenggaraan rapat-rapat;

i. menyusun sistem dan prosedur operasi standar; dan

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum.

Pasal 11

(1) SlIbbagian Hubungan MasyaraKat merupakan satuan pelaksana Sekretariat
dalam pelaksanaan komunikasi dengan lembaga Pusat Pengkajian lain dan
masyara',at.

(2) Subbagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang be-kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
LembagCl Pusat Pengkajian.

(3) SlIbbagi3n Hubungan Masyaral,at melaksanakan tugas :

a. men~Jkomunikasikan kepentingan Lembaga Pusat Pengkajian kepada
lemb3ga Pusat Pengkajian lain;

b. membentuk dan membina jaringan kerja;

c. men'!iapkan materi sosialisasi organisasi dan program-programnY8
pada masyarakat luas;

d menurima. menampung dan menyalurkan usulan/masukan masyarakat
yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
HlIbungan Masyarakat.

Pasa! 12

(1) Sl,bbagi,m Administrasi dan Keuangan merupakan satuan pelaksana
Sckretar at dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan Lembaga Pusat
Pengkajiim.

(2) Subbaglan Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
SekretaCis Lembaga Pusal Pengkajian.



(3) Subbagian Administrasi dan Keuangan melaksanakan tugas :

a. menerima, mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan keluar;

b mengelola arsip dan dokumentasi;

c mengelola keuangan Lembaga Pusat Pengkajian;

d. menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan program
kerja;

e. menghimpun dan menyusun laporan Sekretariat;

f. menghimpun dan menyusun laporan Lembaga Pusat Pengkajian; dan

9 mel8porkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Admtnistrasi dan Keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Takmir Masjid

Pasal 13

(1) Bidang Takmir Masjid merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat Pengkajian
melaksilnakan kegiatan peribadatan, dakwah, serta pembinaan remaja dan
anak.

(2) Bidang Takmir Masjid dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 14

(1) Bidang Takmir Masjid mempunyai tugas dalam pelaksanaan kegiatan
peribadatan, dakwah, serta pembinaan remaja dan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Takmir Masjid menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan peribadatan;

b. penyelenggaraan kegiatan dakwah;

c. penviapan sarana dan prasarana peribadatan;

d. pengelolaan kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan masjid;

e penyelenggaraan pembinaan remaja dan anak;

f pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah:

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan peribadatan, dakwah, serta pembinaan
remaja dan anak; dan

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidimg Takmir Masjid.

Pasal 15

(1 J Seksi Peribadatan merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid
dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan.

(21 Seksi Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di ba.vah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.

(3) Seksl Peribadatan melaksanakan tugas :

a. menyusun rencana. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan
dalam masjid;

b. memantau dan menyempurnakan pelaksanaan disiplin ibadah shalat
(tertlb bacaan imam, tertib shaf, tertib waktu); dan

c. melilporkan dan mempertanggungjawabkan pelal<sanaan tugas Seksi
PerilJadatan.
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Pasal 16

(1) Seksl Dakwah merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid dalam
pelaksanaan pembinaan dakwah.

(2) Seksi Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.

(3) Seksl Dakwah melaksanakan tugas :

a. menyiapkan materi dakwah;

b membentuk dan membina jaringan dakwah;

c. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya dakwah melalui jaringan
kerja;

d. mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Dakwah.

Pasal 17

(1) Seksi Sarana merupakan satuan pelaksana Bidang Takmir Masjid dalam
pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana peribadatan

(2) Seksi Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.

(3) Seksl Sarana melaksanakan tugas :

a menyusun, menghimpun, mengidentifikasi, mengklarifikasi alat
perlengkapan dan barang inventaris masjid;

b. menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan;

c. menata. memelihara tata tertib, keamanan, kebersihan, keindahan dan
kenyamanan masjid;

d. enghimpun dan menyusun laporan Bidang Takmir Masjid; dan

e. elaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Safilna.

Pasal 18

(1 Se~sl Pe binaan Remaja dan Anak merupakan satuan pelaksana Bidang
Takmir Masjid dalam pelaksanaan pembinaan remaja dan anak.

(2 Sek~1 Pembinaan Rernaja dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang terkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bida1g Takmir asjid.

(3) Seksi F'embinaan Remaja dan Anak melaksanakan tugas :

a. mer yiapkan materi pembinaan ke-Islaman bagi remaja dan anak-anak;

b. rr.el;lksanakan dan mengoordinasikan upaya pembinaan ke-Islaman
b'1g remaja dan anak; dan

c. meli1porkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Remaja dan Anak.



Bagian Keenam

Bidang Pengkajian dan Pendidikan

Pasal 19

(1) Bidang Pengkajian dan Pendidikan merupakan unit kerja lini Lembaga
Pusat Pengkajian dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan
Islami serta pengkajian Islami.

(2) Bidang Pengkajian dan Pendldikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 20

(1) Bidang Pengkajian dan Pendidikan melaksanakan tugas pengkajian
pendidikan dan pelatihan Islami.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengkajran dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyllsunan rencana pengkajian dan pendidikan ke-Islaman;

b. pelaksanaan kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman;

c. pendokumentasian hasil pengkajian pemikiran dan wawasar. ke­
Islaman;

d. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil pengkajian pemikiran dan
wawasan ke-Islaman;

e. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan di bidang pengkajian,
pendrdikan, dan pelatihan ke-Islaman;

f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ke-Islaman; dan

g. pelaroran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengkajian dan Pendidikan.

Pasal 21

(1) Seksi Pengkajian merupakan satuan pelaksana Bidang Pengkajian dan
Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Pendidikan.

(2) Seks' Pnngkajian dipimplll oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawal dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan
Pendidil an.

(3) Seksi Ppngkajian melaksanakan tugas :

a. men, usun rencana kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke­
Islan-an;

b. mela~sanakan kegiatan pengkajian pemikiran dan wawasan ke­
Islan an;

c. mela~sanakan pendokumentasian hasH kegiatan pengkajian pemikiran
dan '.vawasan ke-Islaman:

d mr%'~sanakan kegiatan soslalisasi dan publikasi hasH kegiatan
pen(:kajian pemikICan dan wawasan ke-Islaman;

e. melaksanakan penjajakan kerja sama dan kemitraan di brdang
pen£kajian pemikiran dan wawasan ke-Islaman dengan ins!itusi
penejidikan; dan

f. melaporkan dan memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pen[1kajian.
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Pasal 22

(1 Seksi Pendidi an dan Pelatihan merupakan satuan pelaksana Bidang
Penflka,ian dan Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pelatih~~n.

(2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan
Penclidkan.

(3) Sek~,i Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas :

a. Menyusun rencana, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan;

b. Memantau, mengevaluasl dan menyempurnakan kegiatan pendidikan
clan pelatihan;

c. me!aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketujuh

Bidang Sosial Budaya

Pasal 23

(1) Bidang Sosial Budaya merupakan unit kefja lini Lembaga Pusat
Pengk,ljian Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial
budaya Islam.

(2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga
Pusat Pengkajian.

Pasal 24

(1) Bidang Sosial Budaya melaksanakan tugas mengembangkan sosial
budaya Islami.

(2) UntLk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Sosial
Budaya menyelenggarakan fungsi :

a penyelenggaraan program masyarakat melalui pendekatan sosial
kea]amaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;

b. pen]embangan seni budaya Islami;

c. pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;

d. penyediaan layanan bimbingan, konsultasi dan advokasi;

e. pel,Iporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan
pengembangan seni bUdaya Islami; dan

pel<!poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Eld mg Sosial Budaya.

Pasal 25

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan satuan pelaksana Bidang
Sosial Sudaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.



(2) Seksi Pemberdayaan
berkedudukan di bawah
Sosial Budaya.
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Masyarakat dipimpin Kepala Seksi yang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas :

a. menyiapkan program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan
sosial budaya dan sosial ekonomi;

b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. menantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pernberdayaan Masyarakal.

Pasal 26

(1) Seksi Seni Budaya merupakan satuan pelaksana Bidang Sosial Budaya
dalam pelaksanaan pengembangan seni budaya Islam.

(2) Seksi Seni Budaya dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan be1anggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

(3) Seksi Seni Budaya melaksanakan tugas :

a. mengembangkan bentuk-bentuk seni budaya Islami;

b. rrenyelenggarakan pertunjukan, pameran dan atraksi seni budaya
Islarni;

c. rrer lantau, mengevaluasi dan menyempumakan kegiatan pengembangan
sen budaya Islami;

d. menghimpun dan menyusuan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bid,mg Sosial Budaya; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Seni Budaya.

Pasal 27

(1) Seksi Pengelolaan Zakat. Infaq, Shadaqah, dan Waqaf merupakan satuan
pelaks;Jna Bidang Sosial Budaya dalam pelaksanaan pengelolaan dana
zak2l.nfaq, shadaqah, dan waqaf.

(2) Seksi ,Jengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf dipimpin Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kep<lla Bidang Sosial Budaya.

(3) Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf melaksanakan
tugas :

a. n"e[lyelenggarakan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah,
dan waqaf;

b. mer'gikuti setiap perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan
pen'anfaatan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;

c. mel3kukan koordinasi dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan pihak
terkait lainnya dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf;

d. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pengelolaan
dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf; dan

e. melaporkan dan rnernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fun('si Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf.
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Pasal 28

(1) Seksl Layanan Umat merupakan satuan pelaksana Bidang Sosial Budaya
dalam pelaksanaan layanan kepada uma!.

(2) Seksl Layanan Umat dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial BUdaya.

(3) Seksi Layanan Umat melaksanakan tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan, konsultasi, dan
advokasi;

b. mengikuti setiap perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan
pemanfaatan jasa layanan umat;

C. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pelayanan
kep;lda umat; dan

d. rnelilporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
L[lynnan Uma!.

Bagian Kedelapan

Bidang Informasi dan Komunikasi

Pasal 29

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja lini Lernbaga Pusat
Pengkajian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi.

(~) Bidang Informasi dan Kornunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang t erkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Lernbaga Pusat Pengkajian.

Pasal 30

('I) Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan
komunlkasi dan informasi.

(2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Inform[lsi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perpustakaan Islam;

b. pen /elenggaraan pusat data dan inforrnasi Islam;

c. pen'/elenggaraan media penyiaran untuk dakwah Islam;

d. pelaksanaan penerbitan Islami;

e. pel2poran pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informasi
Islam; dan

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Informasi dan Kornunikasi.

Pasal 31

(1) Seksl F'erpustakann dan Penerbitan merupakan satuan pelaksana Bidang
Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dan
penerb tan.

(~.) Seksi Perpustakaan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Informasi dan Komunikasi.



(3) Seksl Perpustakaan dan Penerbitan melaksanakan tugas :

a. menyediakan bahan pustaka, media dan sarana perpustakaan;

b. menyelenggarakan layanan perpustakaan;

c. menyiapkan bahan, media dan produk penerbitan;

d. menyebarluaskan produk penerbitan; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
PGrpustakaan dan Penerbitan.

Pasal 32

(1) Seksi Data dan Informasi merupakan satuan pelaksana Bidang Informasi
dan Komunikasi dalam penyediaan data dan informasi.

(2) Seksl Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Informasi dan Komunikasi.

(3) Seksi Data dan Informasi melaksanakan tugas :

a. menyediakan data dan informasi ke-Islaman melalui teknologi
infol masi;

b. menyelenggarakan pusat data dan informasi ke-Islaman;

c. meryelenggarakan jasa internet bagi dakwah Islam;

d. memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan data dan
infol masi serta layanan internet; dan

e., mel;lporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
D3ta dan Informasi.

Pasal 33

(1) Seksl ?enyiaran merupakan satuan pelaksana Bidang Informasi dan
Komunkasi dalam pelaksanaan penyiaran untuk dakwah Islam.

(2) Seksi Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di baW3h dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan
Komun:kasi.

(2·) Seksi Penyiaran mempunyai tugas :

a. mer yediakan bahan dan media penyiaran dakwah Islam;

b. mer gikuti perkembangan umat Islam yang berkenaan dengan dakwah
1~lam;

c. mel lantau, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan penyiaran
untl k dakwah Islam;

d. mel"ghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bldill1g Informasi dan Komunikasi; dan

e. n·el.Jporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penyiaran.

Bagian Kesembilan

Bidang Pengembangan Bisnis

Pasal 34

(1) Bidang Pengembangan Bisnis merupakan unit kerja lini Lembaga Pusat
Pengk<ljian dalam pengembangan kegiatan bisnis.
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(2) Bidang Pengembangan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga
Pusat Pengkajian.

Pasal 35

(1) Bidang Pengembangan Bisnis mempunyai tugas mengembangkan bisnis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
PengemiJangan Bisnis menyelenggarakan lungsi :

a. penyiapan rencana bisnis dan penyelenggaraan kegiatan bisnis Islami;

b. pendorong dan pengembangan investasi syariah;

c. pengembangan jejaring bisnis Islami di tingkat daerah, nasional, regional
dan internasional;

d. pelaporan pelaksanaan pengembangan kegiatan bisnis; dan

e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan lungsi
Bidang Pengembangan Bisnis.

Pasal 36

(1) Seksi Investasi merupakan satuan pelaksana Bidang Pengembangan
Bisnls d;llam pelaksanaan penggerakan investasi usaha sesuai syariah.

(2) Seksi Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan
Bisnls

(3) Seks I /estasi melaksanakan tJgas :

a. men£jgerakkan minat investasi usaha sesuai syariah terhadap umat
Isla baik nasional maupun Internasional;

b. menyelenggarakan jasa pendukung konsultasi investasi sesuai syariah;

c. memantau dan mengevaluasi kegiatan investasi; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Investasi.

Pasal 37

(1 Seksl P8ngelolaan B,snls meupakan satuan pelaksana Bidang Pengembangan
Bisnis dalam pelaksanaan pengelolaan bisnis Islami.

(2) Seksl Pengelolaan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedl;dukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengenlbangan Bisnis.

(3) Seksi Pengelolaan Bisnis mempunyai tugas :

a. men/elenggarakan dan mengelola wahana bisnis Islami;

b. enJembangkan ide-ide kreatil bagi peningkatan kemampuan dan
prollt bisnis Islami;

c. m·~mantau dan mengevaluasi kegiatan bisnis Islami; dan

d. mel<lporkan dan mempertanggungJawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pen'lelolaan Bisnis.

Pasal 38

(1) Seksi Pengembangan JeJaring Bisnis merupakan satuan pelaksana Bidang
Pengenbangan Bisnis dalam pelaksaan pengelolaan bisnis Islami.
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(2) Seksl Pengembangan Jejaring Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan Bisnis.

(3) Seksi Pengembangan JeJaring Bisnis mempunyai tugas :

a. merrbangun dan mengembangkan jejaring bisnis Islami;

b. mengembangkan potensi ekonomi umat Islam melalui pemberdayaan
JeJar ng bisnis Lembaga Pusat Pengkajian keumatan;

c menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan lungsi
Bida'1g Pengembangan Bisnis; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Jejaring Bisnis.

BAB V

PE GA GKATAN, PEMI DAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

(1, Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Lembaga Pusat
Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Sekretaris Lembaga
Pusat Pengkajian dan para Kepala Bidang Lembaga Pusat Pengkajian
dltetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan periode masa tugas
5 (lima) tahun.

(2, Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Biro Sekretariat Daerah yang
bertanggung jawab di bidang mental spiritual.

Pasal 40

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian para Kepala Subbagian
dan para Kepala Seksi, Stal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Lembaqa Pusat Pengkajian.

(2) Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagaimana
dima sud pada ayat (1), dipersiapkan oleh Sekretaris Lembaga Pusat
Pengkajian.

BAB VI

DEWAN PEMBINA

Pasal 41

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Lembaga Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Islam Jakarta dibentuk Dewan Pembina Lembaga Pusat
P"?ngkaJ.ar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
GubernL,r

Pasal 42

(') Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian rnempunyai tugas memberikan
masuk<ln, saran dan pertimbangan kepada Lembaga Pusat Pengkajian.
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(2) Untu melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Pembina menyelenggarakan fungsi :

a. pe'llberian pertimbangan tenlang syariat Islam dan pemahaman yang
ber ubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;

b. pemberian pertimbangan, saran dan pendapal dalam penyelenggaraan
lugas dan fungsi Lembaga Pusat Pengkajian; dan

c. penerimaan dan penyampaian pendapat umat Islam tentang
penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Islam Jakarta.

Pasal 43

\1) Dewan Pembina terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (lujuh) orang, dengan
susunan keanggotaan sebagai berikul :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;

b. 1 (satu) orang Sekrelaris merangkap Anggota; dan

c. Anggota 5 (lima) orang.

(2) Keanggotaan Dewan Pembina ditelapkan dengan Kepulusan Gubernur
alas usul Kepala Lembaga Pusat Pengkajian.

Pasal 44

(1) Yang dapat diusulkan dan diangkat sebagai Anggota Dewan Pembina
sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. beragama Islam;

b. merrpunyai pengelahuan dan pemahaman keagamaan Islam yang
mu puni;

c. dihormati di alangan umal Islam karena tingginya inlegritas ke­
ISlamannya: dan

d. bers'3dla dan mempunyai waklu untuk menjalankan tugas dan rungsi
Dewan Pembina.

(2 Pers) aratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah oleh
Lemtaga Pusal Pengkajian sesuai kebutuhan dan perkembangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 45

(1, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pusal Pengkajian
wajib IJat dan berpedoman kepada kelentuan peraturan perundang­
undang In.

(2 Kepala Lembaga Pusat Pengkajian melakukan koordinasi vertikal dan
horizontal dengan inslansi terkait baik Pusal mallpun Daerah dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Lembaga Plisat Pengkajian.
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Pasal 46

Kepala Let baga Pusai Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusai Pengkajian,
Sekretaris Lembaga Pusat Peng ajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala
Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusai Pengkajian wajib
melaksanaken tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 47

(1) Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat
Pengkajifln, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang,
Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat
Pengkajian wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina,
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing.

(2) .<epala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat
Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang,
Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat
Pengkajian wajib mengikuti dan mematuhi perintah atasan masing­
masing.

Pasal 48

Kep lla Lembaga Pusat Pengkajran, Wakil Kepala Lembaga Pusat Pengkajian,
Sek'elans Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang, Para Kepala
Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat Pengkajian wajib
mengawasi oan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan
adanya penyrmpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 49

(1) Kepala Lembaga Pusat Pengkajian, Wakil Kepala Lembaga Pusat
Pengkajian, Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian, Para Kepala Bidang,
Para Kepala Subbagian, dan Para Kepala Seksi pada Lembaga Pusat
Pengkajian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Atasan J'ang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 50

Sumber Daya Manusia Lembaga Pusat Pengkajian diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiay8an untuk penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pusat Pengkajian dan
Dewan Pembina Lembaga Pusat Pengkajian disediakan dari pas bantuan
APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelala
Keuangan Daerah (PPKD) dan sumber dana lain yang sah dan halal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pera uran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Me; 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK TA JAKARTA,

Diundangkan di Jaka a
padatanggal 9 11ei 20:1

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVI SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 20 1 NOMOR 53
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